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ABSTRAK 

 

 

PERBANDINGAN KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER INDONESIA DAN 

AUSTRALIA TERKAIT PERUBAHAN IKLIM  

 

Oleh 

 

RIFQA AQILAH ZENIA 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membandingkan bagaimana 

kebijakan perubahan iklim yang responsif gender di Indonesia dan Australia 

berinteraksi dengan rezim internasional. Pendekatan deskriptif digunakan dengan 

mengacu pada kerangka Bernstein dan Cashore (2012) yang membagi keterkaitan 

rezim internasional ke dalam empat jalur: aturan internasional, norma dan wacana 

global, mekanisme pasar, serta akses langsung ke proses kebijakan domestik. Metode 

yang digunakan adalah studi kualitatif komparatif melalui analisis dokumen kebijakan 

nasional, laporan lembaga internasional, serta publikasi resmi lainnya. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia aktif mengadaptasi prinsip-prinsip 

internasional ke dalam kebijakan nasional, seperti tercermin dalam Enhanced NDC 

2022 dan RAN-GPI 2024. Di mekanisme pasar, Indonesia menciptakan instrumen 

seperti Climate Budget Tagging dan menerapkan ISPO (Indonesian Sustainable Palm 

Oil) sebagai bentuk sertifikasi keberlanjutan yang mengintegrasikan aspek gender serta 

menjadi alat diplomasi dalam menghadapi regulasi perdagangan internasional. 

Sementara itu, Australia menonjol dalam kapasitas kelembagaan dan sistem hukum 

yang kuat, serta aktif menggunakan diplomasi nilai untuk mempromosikan kesetaraan 

gender di tingkat kawasan melalui program seperti Equal by 30 dan lembaga seperti 

WGEA. Kesimpulannya, bentuk keterkaitan rezim internasional dalam kebijakan iklim 

responsif gender tidak seragam, melainkan sangat bergantung pada kapasitas, konteks 

nasional, dan posisi global masing-masing negara. 

 

Kata kunci: Rezim Internasional, Gender, Perubahan Iklim  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

A COMPARISON OF GENDER-RESPONSIVE CLIMATE CHANGE 

POLICIES IN INDONESIA AND AUSTRALIA 

 

By 

 

RIFQA AQILAH ZENIA 

 

 

This study aims to describe and compare how gender-responsive climate change 

policies in Indonesia and Australia interact with international regimes. A descriptive 

approach is employed using the framework of Bernstein and Cashore (2012), which 

categorizes international regime interactions into four pathways: international rules, 

global norms and discourse, market mechanisms, and direct access to domestic 

policymaking processes. The method used is a qualitative comparative study through 

analysis of national policy documents, reports from international organizations, and 

other official publications. 

 

The findings show that Indonesia actively adapts international principles into its 

national policies, as reflected in the Enhanced NDC 2022 and the Gender and Climate 

Change National Action Plan (RAN-GPI) 2024. In the market mechanisms, Indonesia 

has developed instruments such as Climate Budget Tagging and implemented the 

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification, which integrates gender aspects 

and serves as a tool of diplomacy in facing international trade regulations. Meanwhile, 

Australia stands out for its strong institutional capacity and legal framework and 

actively promotes gender equality at the regional level through value-based diplomacy, 

including initiatives like Equal by 30 and institutions such as the Workplace Gender 

Equality Agency (WGEA). In conclusion, the forms of interaction between 

international regimes and gender-responsive climate policy are not uniform, but rather 

depend heavily on each country’s capacity, domestic context, and global positioning. 

 

Keywords: International Regime, Gender, Climate Change  
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“Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”  

(QS. Al-Anfal: 46) 

 

 

“If you can’t fly, run 

If you can’t run, walk 

If you can’t walk, crawl 

Even if you have to crawl, gear up"  

(BTS) 

 

 

“Life is a fragile gift. 

Cradle it with grace, soft hands for your soul, and kindness for all who walk with you.” 

(Rifqa A. Zenia)  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

Bab ini menjelaskan latar belakang dari permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian, termasuk alasan pentingnya topik ini berdasarkan teori dan/atau data yang 

ada. Selain itu, bab ini juga memuat penjelasan mengenai kajian terhadap penelitian-

penelitian sebelumnya yang relevan. Selanjutnya dijelaskan rumusan masalah, yaitu 

pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini. Kemudian dijabarkan 

tujuan penelitian, yaitu hal-hal yang ingin dicapai atau ditemukan. Terakhir, bab ini 

memaparkan manfaat penelitian, baik dari segi pengembangan manfaat teoritis maupun 

manfaat praktis bagi pihak terkait. 

 

 

1.1. Latar Belakang dan Masalah 

 

Perubahan iklim menjadi salah satu permasalahan global yang dirasakan oleh 

setiap negara. Para ahli mulai mengaitkan tindakan manusia dan degradasi lingkungan 

dan iklim pada abad ke-19 (Bolin, 2007). Penurunan ini kemudian menjadi perhatian 

dan kekhawatiran global hingga Konferensi Ilmiah PBB, juga dikenal sebagai KTT 

Bumi Pertama, yang diadakan di Stockholm pada tahun 1972, mengadopsi deklarasi 

yang menguraikan prinsip-prinsip untuk pelestarian dan peningkatan lingkungan 

manusia dan rencana aksi yang berisi rekomendasi untuk tindakan lingkungan 

internasional (United Nations, 2022). 

Perubahan iklim membawa berbagai konsekuensi negatif yang berdampak luas 

terhadap aspek sosial, ekonomi, hingga politik di berbagai negara. Peningkatan suhu 

global yang signifikan dapat memperparah gangguan kesehatan akibat panas serta 
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menyulitkan aktivitas kerja di luar ruangan. Suhu tinggi juga meningkatkan risiko 

terjadinya kebakaran hutan yang lebih mudah dipicu dan menyebar dengan cepat. Di 

banyak wilayah, intensitas dan frekuensi badai turut mengalami peningkatan, dan 

kejadian ekstrem tersebut sering kali mengakibatkan kerusakan besar pada pemukiman, 

korban jiwa, serta kerugian ekonomi yang masif. Di sisi lain, pemanasan global 

memperparah krisis air di wilayah yang memang sudah mengalami kekeringan, 

sehingga meningkatkan ancaman gagal panen dan melemahkan ketahanan ekosistem. 

Selain itu, kenaikan dan pemanasan permukaan laut memberikan tekanan besar 

terhadap kehidupan laut, termasuk ancaman serius bagi kelangsungan terumbu karang 

(United Nations, 2022). 

PBB juga menguraikan dampak perubahan iklim yang membahayakan 

kelangsungan hidup hewan di darat dan di laut. Satu juta spesies terancam punah dalam 

beberapa dekade mendatang. Perubahan iklim dan peningkatan cuaca ekstrem menjadi 

kontributor peningkatan kelaparan dan kekurangan gizi secara global. Perikanan, 

tanaman pangan, dan ternak rentan terhadap kepunahan atau penurunan produktivitas. 

Selain itu dalam segi kesehatan, faktor lingkungan membunuh sekitar 13 juta orang 

setiap tahunnya. Penyakit menyebar akibat dari perubahan pola cuaca ekstrem 

meningkatkan angka kematian dan mempersulit sistem perawatan kesehatan. 

Perubahan iklim juga memperburuk yang menyebabkan dan mempertahankan 

kemiskinan. Dalam sepuluh tahun terakhir (2010–2019), bencana yang dipicu oleh 

kondisi cuaca ekstrem telah menyebabkan rata-rata 23,1 juta orang kehilangan tempat 

tinggal setiap tahunnya, dan mendorong semakin banyak individu masuk ke dalam 

kondisi rentan terhadap kemiskinan. Sebagian besar dari para pengungsi ini berasal dari 

negara-negara yang paling rentan dan memiliki kesiapan paling rendah dalam 

menghadapi dampak perubahan iklim (United Nations, 2022a). Secara keseluruhan, 

dampak negatif terbesar dari perubahan iklim akan terjadi di wilayah-wilayah miskin 

di dunia, terutama terletak di Negara Selatan (Roy, 2018). 

Sekitar 3,3 miliar hingga 3,6 miliar orang tinggal di lingkungan yang sangat 

rentan terhadap perubahan iklim. Kerentanan ini menjadi lebih tinggi pada wilayah 

yang bermasalah dengan kemiskinan, kurangnya tata kelola pemerintah dan akses 



3 
 

 

sumber daya, serta mata pencaharian yang sensitif terhadap iklim seperti nelayan dan 

petani kecil. Kerentanan terhadap perubahan iklim diperburuk oleh ketidaksetaraan dan 

marginalisasi yang terkait dengan gender, etnis, kelompok berpendapatan rendah atau 

gabungan dari ketiganya (IPCC, 2022). 

Wanita lebih rentan merasakan dampak negatif dibandingkan dengan pria 

dalam sosial, ekonomi, dan politik. Sebagian besar dari mereka yang hidup di bawah 

kemiskinan adalah perempuan, yang sangat bergantung pada sumber daya alam yang 

rentan terhadap perubahan iklim. Data dari WHO menunjukkan bukti pria dan wanita 

mengalami konsekuensi berbeda pada efek dari kejadian yang ekstrim seperti banjir, 

kekeringan, gelombang panas, dan lainnya. Konsensus dari 141 negara menunjukkan 

rata-rata bencana membunuh lebih banyak wanita daripada pria, atau membunuh 

wanita pada usia yang lebih muda daripada pria (World Health Organization, 2019). 

Di daerah pedesaan, perempuan biasanya bertugas mengumpulkan kayu bakar 

untuk memasak dan air untuk keluarga. Secara khusus, perempuan dan anak 

perempuan sebagian besar bertanggung jawab mendapatkan air untuk rumah dan 

komunitas mereka di dua pertiga dunia. Karena kekeringan yang lebih panjang dan 

intensif yang disebabkan oleh penggundulan hutan dan penipisan sumber daya, mereka 

sering kali harus melakukan perjalanan lebih jauh untuk mendapatkan air dan kayu 

bakar. Sebagian besar perempuan di negara berkembang terlibat dalam pertanian dan 

pengumpulan air, sehingga mereka rentan pada efek berbahaya dari degradasi 

lingkungan dalam bentuk kekurangan pangan dan kelaparan (Roy, 2018). 

Pada sektor pertanian pria dan wanita biasanya menanam dan memiliki akses 

ke berbagai jenis tanaman dan ternak tergantung pada kondisi lokal. Namun umumnya 

pria memiliki sumber daya yang lebih tinggi daripada perempuan. Perempuan juga 

cenderung tidak memiliki akses ke peralatan, benih, dan pupuk, serta sumber air 

berkualitas tinggi, yang semuanya meningkatkan kerentanan mereka terhadap 

konsekuensi perubahan iklim (Peterman et al., 2014). Di sebagian besar dunia, pola 

kepemilikan tanah yang didominasi laki-laki mempersulit perempuan untuk memiliki 

tanah, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap dampak iklim. Kasusunya 

lebih buruk di Asia, dengan hanya 13% perempuan sebagai pemilik tanah di India, 11% 
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di Filipina, dan 9% di Indonesia (FAO, 2010). Terakhir, ada bukti bahwa petani, 

khususnya perempuan, mungkin tidak menerima informasi memadai tentang langkah-

langkah adaptasi iklim, yang menghambat upaya adapatasi. Secara global, program 

penyuluhan pertanian sering gagal menargetkan petani perempuan dan kekurangan 

pekerja perempuan (Gallina, 2010). 

Perempuan adalah aktor penting dari perikanan global. Meskipun peran gender 

di sektor pertanian bervariasi secara global, laki-laki biasanya bertugas sebagai nelayan, 

sementara perempuan sering bertanggung jawab untuk pengolahan dan perdagangan 

ikan, yang biasanya merupakan pekerjaan yang kurang menguntungkan secara 

finansial (Harper et al., 2013). Perbedaan gender dalam kekuasaan dan hak istimewa 

dalam perikanan ini telah mengakibatkan kekurangan gizi di kalangan perempuan dan 

anak-anak (Geheb et al., 2008). 

Perubahan iklim juga mempengaruhi kesehatan individu dan kelompok. Karena 

kombinasi dari infrastruktur kesehatan yang ada, kurangnya pemberdayaan perempuan, 

dan norma-norma budaya, efek pada kesehatan perempuan di Global South secara tidak 

proporsional lebih besar daripada kesehatan laki-laki. Selain itu, bahaya 

ketidaktahanan pangan diperkirakan akan meningkat akibat perubahan iklim, terutama 

bagi masyarakat di Global South. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan 

dan anak perempuan cenderung terpengaruh oleh masalah ketahanan pangan (Roy, 

2018). 

Perempuan merupakan korban yang paling terkena dampak perubahan iklim 

dan bencana alam, tetapi kerentanan mereka adalah hasil dari ketidaksetaraan yang 

disebabkan oleh peran sosial gender, dikriminasi, dan kemiskinan (Gaard, 2015). 

Ekofeminis Puleo menyampaikan perempuan adalah korban pertama kerusakan 

lingkungan, tetapi mereka juga memainkan peran penting dalam pertahanan alam, 

sebagaimana dibuktikan oleh berbagai konferensi PBB dan publikasi LSM (Alicia H. 

Puleo, 2017). Namun perempuan telah lama kurang terwakili dalam pembuatan 

kebijakan lingkungan. Sebagai contoh, pada tahun 2011 hanya 26% pejabat senior 

perempuan pada pemerintah Uni Eropa yang bertanggung jawab atas energi, 

transportasi, dan pembuatan kebijakan lingkungan. Pada 2015 hanya 12% dari 
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kementerian lingkungan federal di seluruh dunia yang dipimpin oleh perempuan. Pada 

World Energy Council, hanya 4% kepala dewan dan 18% sekretaris adalah perempuan 

(Sellers, 2016). Pada pertemuan United Nations Climate Change  Conference (COP25) 

tahun 2019, sekitar 80% atau 155 dari 196 kepala delegasi adalah laki-laki (Tanyag, 

2021). 

Pada tahun 2018, IPCC membentuk kelompok yang disebut Task Group on 

Gender untuk membuat laporan dan memberikan saran. Laporan yang dipresentasikan 

pada sesi pleno pada Mei 2019, memuat hasil survei peserta IPCC yang menunjukkan 

bias dan hambatan gender yang terus berlanjut. IPCC menemukan bahwa perwakilan 

perempuan telah berkembang — dari hanya 8% penFulis dalam laporan penilaian 

pertama pada tahun 1990, menjadi sepertiga dalam Laporan Penilaian Keenam (Sixth 

Assessment Report). Lebih dari tiga perempat wanita dan pria yang menanggapi survei 

kami setuju bahwa keseimbangan gender telah meningkat (Liverman et al., 2022). Hal 

ini memberikan bukti bahwa keterlibatan wanita dalam penanganan perubahan iklim 

memiliki pengaruh positif terhadap keputusan yang dapat dibuat dalam menanggulangi 

perubahan iklim. Selain itu publikasi lain membuktikan bahwa pada negara-negara 

yang dipimpin representatif perempuan menghasilkan kebijakan perubahan iklim yang 

lebih ketat. Kebijakan ketat ini kemudian menghasilkan emisi karbon dioksida yang 

lebih rendah (Mavisakalyan & Tarverdi, 2019) 

Salah satu instrumen penting dalam mengatasi perubahan iklim adalah rezim 

internasional, yang mengatur perilaku negara-negara melalui seperangkat aturan, 

norma, dan prosedur pengambilan keputusan untuk memfasilitasi kerjasama global. 

Dalam hal ini, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 

memainkan peran kunci dalam menyediakan platform bagi negara-negara untuk 

berkomitmen terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca serta pengarusutamaan isu-

isu sosial yang penting, seperti kesetaraan gender. UNFCCC dibentuk oleh perjanjian 

yang diadopsi dengan tujuan menanggapi perubahan iklim, dan keputusan yang 

diambil oleh para pihak dalam perjanjian ini untuk mempromosikan implementasinya. 

Mulai dari Protokol Kyoto hingga pertemuan setiap tahun yang disebut sebagai 

Conference of the Parties (COP), UNFCCC telah menyadari ketidaksetaraan gender 
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dalam perubahan iklim. Kebijakan iklim yang tanggap gender masih perlu diperkuat 

dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan adaptasi, mitigasi, dan sarana 

implementasi serta dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana kebijakan iklim 

akan dilakukan.  

Meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam upaya 

menghadapi perubahan iklim mendorong terbentuknya berbagai norma dan kerangka 

kerja internasional yang menekankan integrasi gender ke dalam kebijakan iklim. Salah 

satu tonggak penting adalah diadopsinya Gender Action Plan (GAP) dalam kerangka 

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada COP23 

tahun 2017. GAP mendesak negara-negara anggota untuk melibatkan perempuan 

secara aktif dalam pembuatan keputusan terkait perubahan iklim, serta memastikan 

bahwa kebijakan perubahan iklim mengatasi ketidaksetaraan yang ada antara 

perempuan dan laki-laki. Dengan mengintegrasikan gender ke dalam kebijakan iklim, 

GAP berharap dapat mengurangi kerentanan perempuan terhadap dampak perubahan 

iklim sekaligus meningkatkan kapasitas mereka untuk beradaptasi dengan perubahan 

tersebut. Selain itu, GAP juga mendorong pengumpulan data terpilah gender yang lebih 

baik dan pembentukan lembaga yang mendukung pengarusutamaan gender dalam 

kebijakan iklim. Kemudian GAP dilanjutkan pada tahun 2019. 

Perencanaan ini dikeluarkan agar seluruh negara UNFCCC dan lembaga yang 

terkait dalam perubahan iklim lebih menjamin terciptanya kesetaraan gender. Gender 

Action Plan mengingatkan negara bahwa ketika mereka mengambil langkah-langkah 

untuk menangani perubahan iklim, mereka harus menghormati, mempromosikan, dan 

memikirkan kewajiban hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Negara dan 

organisasi terkait perlu ikut serta dan membantu melaksanakan kegiatan yang berkaitan 

dengan gender dalam rencana aksi gender. UNFCCC sebagai badan dalam rezim iklim 

internasional menunjukkan bahwa  mereka dapat memfasilitasi kerja sama antar negara 

dengan menyediakan kerangka kerja untuk komunikasi, negosiasi, dan pemantauan 

kepatuhan. 

Indonesia merupakan salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar. 

Indonesia berada di posisi 7 negara paling banyak menyumbang emisi, sebanyak  2,17% 
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dari emisi global (UNEP, 2022). Sebagai negara yang menandatangani Paris 

Agreement pada tahun 2015, Indonesia berkewajiban untuk mengeluarkan Nationally 

Determined Contribution (NDC) untuk mewujudkan upaya setiap negara dalam 

mengurangi emisi nasional dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Dalam 

NDC dan Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050, Indonesia 

memiliki strategi untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 

Dalam sektor kesehatan, skenario pemerintah Indonesia memproyeksikan 

peningkatan angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh gelombang panas, 

banjir, badai, kebakaran hutan, dan kekeringan. Perubahan iklim juga memperbesar 

risiko munculnya berbagai penyakit serius. Secara khusus, perempuan menghadapi 

dampak kesehatan yang lebih berat akibat kelangkaan air dan polusi lingkungan. Selain 

itu, terdapat bukti yang semakin kuat yang menunjukkan hubungan antara iklim dan 

cuaca dengan peningkatan kejadian serta penyebaran penyakit menular. Kondisi ini 

berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit seperti kolera, malaria, dan demam 

berdarah, baik dari segi durasi penyebaran yang lebih lama maupun dari segi cakupan 

wilayah yang lebih luas secara geografis (Ppebalinusra Menlhk, 2022). Dampak 

langsung dari perubahan iklim yang dirasakan perempuan di Indonesia saat ini dapat 

meluas menjadi masalah jangka panjang jika tidak dibarengi dengan adaptasi dan 

mitigasi yang baik. 

Sama seperti Indonesia, Australia juga berkomitmen untuk menangani 

perubahan iklim dengan cara yang responsif gender sesuai dengan yang tertulis pada 

NDC-nya. Dibandingkan Indonesia, Australia sebagai Global North lebih 

komprehensif dalam menangani kesetaraan gender pada perubahan iklim. Pemerintah 

Australia telah banyak mendukung LSM baik nasional dan internasional untuk 

merespon masalah yang dihadapi perempuan di dunia dari dampak perubahan iklim. 

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia mendukung Kemitraan Keuangan 

Iklim Australia (ACFP) dengan kontribusi hibah hingga AU$140 juta untuk wilayah 

Pasifik dan Asia Tenggara (Asian Development Bank, 2021). Contoh program 

dirancang oleh ActionAid, Komisi Huairou, dan Universitas Monash untuk mengatasi 

implikasi global gender dari perubahan iklim. Di Kamboja, Kenya, dan Vanuatu, 8.000 
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perempuan diberdayakan untuk mengambil tindakan kolektif untuk mempersiapkan 

dan menanggapi perubahan iklim dan bencana terkait. 

Namun Australia tetap memiliki banyak pekerjaan rumah yang diperlukan 

untuk mendukung gender responsif dalam pembuatan kebijakan. Penelitian Thomas K. 

Wanner menyatakan bahwa tindakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Australia 

mengabaikan pertimbangan gender. Ini mengancam pencapaian kesetaraan gender dan 

melemahkan upaya perubahan iklim yang adil dan berhasil secara sosial (Wanner, 

2009). Penelitian lainnya membuktikan hasil kesehatan yang tidak setara bagi 

perempuan sebagai akibat dari perubahan iklim. Selain itu, perempuan pedesaan di 

Australia relatif tidak memiliki kekuatan dalam proses pembuatan kebijakan 

penanganan perubahan iklim (Poole, 2013). 

Dalam Indeks Risiko Global yang dikeluarkan oleh Germanwatch pada tahun 

2021, Australia berada di peringkat 19 dari 180 negara yang paling berisiko terkena 

dampak perubahan iklim. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat 14. 

Germanwatch menganalisis beberapa indikator untuk menentukan peringkat ini, 

termasuk jumlah kematian, jumlah kematian per 100.000 penduduk, jumlah kerugian 

dalam dolar AS berdasarkan paritas daya beli, serta kerugian per unit produk domestik 

bruto (PDB). Hasil analisis ini menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Australia 

sangat rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Indonesia menjadi salah satu 

negara yang paling berisiko di Asia, sedangkan Australia adalah negara yang paling 

berisiko di kawasan Oceania. 

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena perubahan iklim 

merupakan masalah global yang memerlukan solusi segera untuk menjaga 

kelangsungan hidup di bumi dan kesejahteraan makhluk hidup. Dampak perubahan 

iklim sangat dirasakan oleh perempuan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan 

Australia. Kedua negara ini termasuk dalam daftar negara yang paling rentan terhadap 

perubahan iklim di dunia, sehingga diperlukan kebijakan yang tepat untuk 

menanganinya.  

Indonesia dan Australia adalah negara besar di kawasan Asia Pasifik baik dari 

segi luas wilayah maupun jumlah penduduk. Keduanya juga merupakan anggota rezim 



9 
 

 

iklim internasional, yaitu UNFCCC (United Nations Framework Convention on 

Climate Change). Sebagai anggota UNFCCC, kedua negara ini diwajibkan untuk 

melaksanakan perencanaan yang disepakati bersama, salah satunya adalah Gender 

Action Plan yang diterbitkan pada tahun 2017 dan 2019. Dalam dokumen Nationally 

Determined Contribution (NDC) yang telah diperbarui, baik Indonesia maupun 

Australia telah menyertakan perencanaan yang mencakup kesetaraan gender. 

Sebagai bagian dari sistem tata kelola global, negara-negara seperti Indonesia 

dan Australia terikat oleh berbagai komitmen internasional dalam merespons 

perubahan iklim. Keduanya merupakan negara pihak (Parties) dalam UNFCCC dan 

telah memperbarui komitmen mereka melalui dokumen Nationally Determined 

Contributions (NDC) pada tahun 2022. NDC merupakan instrumen utama dalam Paris 

Agreement (2015) yang berfungsi sebagai dokumen rencana aksi iklim nasional. 

Dalam NDC terbaru, Indonesia menyatakan komitmen pengarusutamaan gender dalam 

kebijakan iklim nasional. Demikian pula, Australia menekankan transisi energi bersih 

yang inklusif serta keterlibatan dalam inisiatif internasional yang mendorong 

partisipasi perempuan di sektor energi dan lingkungan (Kementerian LHK, 2022; 

Australian Government, 2022). 

Indonesia dan Australia, meskipun berada di kawasan yang sama, yaitu Asia 

Pasifik, memiliki perbedaan besar dalam status ekonomi dan kapasitas untuk mengatasi 

dampak perubahan iklim. Indonesia, sebagai negara Global South, menghadapi 

tantangan besar dalam hal kapasitas untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan 

ketahanan terhadap bencana alam. Sebaliknya, Australia, yang merupakan negara 

Global North, memiliki sumber daya yang lebih besar untuk menghadapi perubahan 

iklim, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk membantu negara-

negara berkembang dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon. Meskipun kedua 

negara memiliki konteks yang berbeda, keduanya berbagi komitmen untuk mengurangi 

dampak perubahan iklim dan mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan 

mereka.  

Selain itu Indonesia dan Australia memiliki kemitraan bilateral yang semakin 

menguat dalam transisi energi dan aksi iklim. Pada tahun 2023 kedua negara sepakat 
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mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, termasuk kerja sama 

teknologi, penelitian, dan bisnis (Indonesia Business Post, 2023). Kemudian Australia 

dan Indonesia semakin memperkuat kerja sama dalam transisi energi melalui 

peluncuran KINETIK – Kemitraan Iklim dan Infrastruktur Australia-Indonesia, MoU 

kerja sama kendaraan listrik (EV), dan MoU antara PLN Indonesia dan Export Finance 

Australia untuk mendanai fasilitas pembiayaan senilai USD 200 juta guna mendukung 

transisi energi Indonesia (Australian Embassy Indonesia, 2024).  

Meskipun ada komitmen resmi, respons terhadap norma dan aturan 

internasional terkait gender dan iklim berbeda-beda antara negara. Beberapa negara 

mungkin hanya menggunakan istilah atau frasa tertentu tanpa benar-benar memahami 

atau mengimplementasikan prinsip kesetaraan gender secara mendalam. Penelitian ini 

berupaya memberikan deskripsi mengenai bagaimana dinamika global dalam isu 

perubahan iklim dan gender terserap dan terartikulasikan dalam dokumen dan strategi 

kebijakan domestik Indonesia dan Australia. Rezim internasional tidak selalu bekerja 

melalui kepatuhan langsung, tetapi sering kali melalui penyebaran norma, tekanan 

pasar, atau intervensi dari lembaga-lembaga internasional. Penelitian ini bertujuan 

untuk memahami bagaimana struktur dan norma dalam rezim internasional 

memengaruhi cara Indonesia dan Australia merancang dan melaksanakan kebijakan 

perubahan iklim yang responsif terhadap gender. Penelitian ini tidak hanya akan 

menggambarkan sejauh mana kedua negara terlibat dalam forum internasional, tetapi 

juga menilai seberapa jauh prinsip-prinsip internasional benar-benar diterapkan dalam 

kebijakan nasional mereka.  

 

 

1.2. Penelitian Terdahulu 

 

Dalam menulis penelitian skripsi ini peneliti memerlukan penelitian-penelitian 

terdahulu sebagai rujukan. Selain itu, penelitian terdahulu juga mempertegas 

orisinalitas penelitian yang peneliti teliti. Beberapa penelitian terdahulu yang peniliti 

jadikan rujukan adalah sebagai berikut: 
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Pertama, penelitian yang diteliti oleh Marc Audi pada tahun 2024. Penelitian 

ini mengkaji peran rezim internasional dalam memitigasi pemanasan global dan 

perubahan iklim. Penelitian menyatakan bahwa krisis lingkungan akibat perubahan 

iklim merupakan isu kompleks yang membutuhkan upaya internasional yang 

komprehensif dan terkoordinasi. Negara-negara maju, yang memiliki kontribusi 

historis besar terhadap emisi gas rumah kaca, memiliki tanggung jawab untuk menjadi 

teladan dalam mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi 

berkelanjutan. Sementara itu, negara-negara berkembang yang sedang mengalami 

industrialisasi pesat dan peningkatan jejak karbon juga harus berkomitmen pada 

praktik pembangunan berkelanjutan. 

Mka dari itu, kerja sama global sangat penting dalam merumuskan dan 

menegakkan kebijakan internasional terkait perubahan iklim, termasuk perjanjian 

seperti Paris Agreement yang bertujuan membatasi kenaikan suhu global dan 

menurunkan emisi gas rumah kaca. Penguatan rezim internasional tidak hanya 

membutuhkan komitmen politik, tetapi juga dukungan finansial dan teknologi untuk 

membantu negara-negara mengimplementasikan praktik berkelanjutan. 

 Kedua, penelitian yang ditulis oleh Nyahunda Louis, Makhubele Jabulani 

Calvin, Mabvurira Vincent & Matlakala Frans Koketso, dan dipublis pada tahun (2019). 

Artikel ini memberikan analisis sinoptik tentang strategi respons perubahan iklim yang 

bergantung dengan responsivitas gender. Temuan penelitian ini didasarkan pada 

peningkatan kesadaran di antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam 

intervensi perubahan iklim dan perumusan kebijakan tentang pentingnya 

pengarusutamaan gender dalam wacana perubahan iklim di 4 negara Southern African 

Development Community (SADC) yaitu Afrika Selatan, Zimbabwe, Namibia dan 

Zambia. 

 Melalui penetapan strategi perubahan iklim dan kebijakan iklim terkait lainnya, 

artikel ini menunjukkan bahwa mayoritas negara SADC telah membuat langkah besar 

dalam mengintegrasikan perubahan iklim ke dalam strategi pembangunan mereka. 

Mayoritas strategi respons perubahan iklim gagal menunjukkan upaya untuk 

mengurangi ketidaksetaraan terkait iklim. Hal ini diperparah oleh ketidakcukupan 
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sebagian besar strategi respon perubahan iklim untuk memperhitungkan peran 

perempuan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi Respons Perubahan 

Iklim Nasional Afrika Selatan Bersifat pasif dalam mengenail berbagai konsekuensi 

gender dari perubahan iklim dalam kerangka kerjanya, kurang intervensi proaktif untuk 

mengatasi alasan kerentanan perempuan terhadap dampak perubahan iklim. mereka 

dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melanggar keadilan iklim. Strategi 

Respons Perubahan Iklim Nasional Zimbabwe mengakui bahwa perubahan iklim 

mempengaruhi laki-laki dan perempuan secara berbeda. Kebijakan Perubahan Iklim 

Nasional Namibia mencakup koomitmen pemerintah untuk mengatasi masalah gender 

dengan memberdayakan perempuan berpartisipasi aktif dalam inisiatif adaptasi dan 

mitigasi. Strategi respon Zambia menunjukkan ambisi negara untuk mempromosikan 

kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan inisiatif perubahan iklim.  

 Ketiga, penelitian yang diteliti oleh Rebecca Pearse dan dipublikasi pada tahun 

(2017). Penelitian ini melakukan pencarian tidak sistematis untuk peer-review 

literature tentang hubungan gender dan perubahan iklim. Penelitian digunakan untuk 

menganalisis dan mendiskusikan hubungan gender dan perubahan iklim sebagai isu 

utama. Literatur gender dan perubahan iklim sedang mengembangkan peneliitian 

kompleks tentang berbagai dimensi kerentanan dan ketidaksetaraan gender dalam 

perubahan iklim, terlepas dari kenyataan bahwa masih banyak landasan teoretis untuk 

diperdebatkan, 

 Peneliti berargumen bahwa perempuan dalam situasi politik, ekonomi, dan 

budaya yang beragam sangat rentan terhadap konsekuensi iklim. Ketika perubahan 

iklim berlanjut dan adaptadi menjadi penting, hasilnya seringkali mengakibatkan 

terbentuknya kerentanan berbasis gender. Selain itu peneliti juga berpendapat bahwa 

organisasi sosial berbasis gender dari produksi emisi dapat menjadi bidang studi yang 

signifikan. Bukti hubungan gender yang ada dalam kondisi perubahan iklim 

menginspirasi pembuatan kebijakan yang lebih baik. 

 Keempat, penelitian yang diteliti oleh Laura A. McKinney dan Gregory M. 

Fulkerson pada tahun (2015). Penelitian ini berargumen bahwa Global North 

menghasilkan dan mendapat untung besar dari perubahan iklim, tetapi umumnya tidak 
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terpengaruh oleh akibatnya, sedangkan negara Global South tidak menghasilkan atau 

mendapat manfaat dari perubahan iklim, tetapi tetap paling rentan terhadap efek 

negatifnya. Pendukung keadilan iklim mengakui bahwa Global North berutang 

"climate debt" kepada masyarakat Global South untuk bencana sosial, ekonomi, dan 

ekologi yang disebabkan oleh perubahan iklim. 

 Peneliti merangkul ide-ide ekofeminis bahwa situasi perempuan adalah sebab 

dan akibat dari kondisi lingkungan dan dengan melakukan penelitian empiris pada 

hipotesis ini. Temuan menunjukkan bahwa perempuan dan lingkungan adalah aspek 

eksploitasi yang saling terkait, karena kerugian ekologis menurunkan posisi perempuan 

di dalam negara. Saat peneliti mengobservasi penggerak perubahan iklim domestik 

(urbanisasi dan produksi) dan global (integrasi sistem dunia), peneliti menemukan 

bahwa negara-negara dengan tingkat partisipasi perempuan yang lebih tinggi dalam 

badan pemerintahan memiliki jejak iklim yang lebih kecil. 

 Kelima, penelitian yang ditulis oleh Noémi Gonda yang diterbitkan pada tahun 

2019. Penelitian ini berfokus pada perdebatan gender mengenai potensi ekologi politik 

feminis dalam menganalisis kekuasaan yang beroperasi dalam kebijakan dan proyek 

adaptasi di Nikaragua. Penelitian menyatakan bahwa penting untuk mempolitisasi 

kembali wacana keadilan iklim agar lebih relevan dengan konteks kebijakan dan 

implementasi proyek di lapangan, khususnya dalam konteks meningkatnya dampak 

perubahan iklim secara global serta dinamika kebijakan baru pasca Perjanjian Paris 

2015. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendukung agenda tersebut dengan menawarkan 

wawasan berbasis studi kasus di Nikaragua melalui lensa feminist political ecology. 

Kemudian penelitian mengarah pada pertanyaan-pertanyaan baru yang dapat 

menginspirasi pembuat kebijakan dan pelaksana proyek untuk menjadikan proses 

adaptasi sebagai ruang bagi emansipasi, transformasi sosial, dan penciptaan cara hidup 

kolektif yang lebih adil. 

 Namun tidak hanya lima penelitian yang telah disebutkan digunakan sebagai 

acuan penelitian terdahulu pada penelitian ini. Banyak penelitian-penelitian yang 

sebelumnya menyinggung mengenai ketimpangan situasi perubahan iklim di negara 
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Global South dan Global North (Seasons, 2021), (Raj et al., 2022), (Glazebrook et al., 

2020); ketidaksetaraan gender yang dirasakan wanita pada negara agrikultural (Assan 

et al., 2018), (Acosta et al., 2021), (Paudyal et al., 2019); analisis kebijakan yang 

dilakukan pemerintah negara Gobal South dan Global North (Epule et al., 2021), (Bae 

& Feiock, 2013), (Paudyal et al., 2019), (Saryal, 2018), (Biesbroek & Delaney, 2020); 

kebijakan perubahan iklim yang ramah gender (Scholastica & Olanrewaju, 2022), 

(Zhou & Sun, 2020), (Gumucio & Rueda, 2015). 

Dalam mengawali penelitian ini, peneliti terlebih dahulu membuktikan novelty 

atau keterbaruan penelitian yaitu dengan metode bibliometrik. Bibliometrik adalah 

penghitungan dan analisis statistik dari hasil sains artikel, publikasi, kutipan, paten, dan 

indikator lain. Bibliometrik adalah instrumen penting untuk menilai spesialisasi ilmiah, 

kinerja nasional, dan proyek penelitian, laboratorium (Okubo, 1997). Peneliti 

menggunakan dua perangkat lunak dalam melakukan perhitungan bibliometrik yaitu 

Publish or Perish sebagai database dari jurnal atau karya ilmiah sebelumnya kemudian 

diproses menggunakan VosViewer. Dalam perhitungan ini peneliti menggunakan kata 

kunci international regime, climate change, gender, serta global south and north. Dari 

hasil analisis VosViewer ditemukan bahwa adanya hubungan besar penelitian politik, 

rezim internasional, woman, dan perubahan lingkungan. Kemudian ada celah untuk 

penelitian kebijakan perubahan iklim karena berhubungan dengan penelitian-penelitian 

tersebut.  

Gambar 1.2. Hasil Pemetaan menggunakan VosViewer  
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Sumber: diolah oleh peneliti 

1.3. Rumusan Masalah 

 

Perubahan iklim menimbulkan dampak yang tidak merata, dan perempuan 

merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terdampak, terutama di negara-

negara berkembang. Perempuan menghadapi risiko yang lebih tinggi karena 

ketimpangan akses terhadap sumber daya, informasi, serta posisi dalam pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara, baik di kawasan Global North 

maupun Global South, untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan 

perubahan iklim mereka. Komitmen ini telah ditegaskan dalam forum internasional 

seperti UNFCCC, Paris Agreement, dan Gender Action Plan (GAP) yang mendorong 

negara-negara pihak untuk menyusun kebijakan iklim yang inklusif dan adil secara 

sosial. 

Sebagai negara maju, Australia memiliki kapasitas kelembagaan dan sumber 

daya yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan perubahan iklim yang responsif 

gender. Sementara itu, Indonesia sebagai negara berkembang juga memiliki tanggung 

jawab untuk mengarusutamakan kesetaraan gender dalam kebijakan iklim, meskipun 

dengan keterbatasan tertentu. Keduanya telah memperbarui komitmen iklim melalui 

Enhanced NDC pada tahun 2022. Namun, pertanyaannya bukan hanya apakah negara 

telah berkomitmen secara formal, melainkan sejauh mana rezim internasional benar-
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benar memengaruhi isi dan implementasi kebijakan iklim mereka, khususnya dalam 

aspek kesetaraan gender. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan 

masalah utama: “Bagaimana kebijakan perubahan iklim yang responsif gender di 

Indonesia dan Australia, serta perbandingannya dalam merespons dinamika rezim 

internasional?” 

 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan kontribusi antara rezim internasional dan arah kebijakan 

perubahan iklim yang responsif gender di Indonesia dan Australia.  

2. Membandingkan bentuk-bentuk keterlibatan dan respon kebijakan 

Indonesia dan Australia terhadap dinamika global terkait isu gender dalam 

perubahan iklim. 

 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini dibuat untuk memiliki manfaat: 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat berguna untuk mengembangkan Ilmu 

Hubungan Internasional di bidang rezim internasioanl dan perubahan iklim, 

serta kebijakan negara. Penelitian ini dapat bermanfaat menjadi referensi bagi 

peneliti Hubungan Internasional dan juga pembuatan keputusan terutama dalam 

bidang Rezim Internasional dan Perubahan Iklim, serta masyarakat luas. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi para pembuat 

kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam merancang dan 

mengevaluasi kebijakan perubahan iklim yang lebih responsif terhadap 

kesetaraan gender. Selain itu, penelitian ini juga berguna bagi lembaga 
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internasional, donor, dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam 

proyek-proyek iklim dan pemberdayaan perempuan. Dengan memahami 

mekanisme rezim internasional secara lebih spesifik, mereka dapat merancang 

pendekatan advokasi dan intervensi yang lebih tepat sasaran dalam mendukung 

kebijakan yang adil secara iklim dan gender. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

Bab ini merupakan kesuluruhan kerangka teori dan kerangka pikir yang akan 

dilakukan pada penelitian mengenai kebijakan ketidaksetaraan gender dalam 

perubahan iklim. Kemudian bab ini berisikan cara untuk menjawab rumusan masalah 

pada penelitian ini yaitu “bagaimana perbandingan kebijakan Indonesia dan Australia 

mengenai ketidaksetaraan gender dalam perubahan iklim?”. Menjawab rumusan 

masalah tersebut dengan bantuan landasan konseptual. 

 

 

2.1. Landasan Konseptual 

 

 Landasan konseptual digunakan sebagai dasar dalam membingkai kerangka 

analisis dalam penelitian ini. Landasan konseptual yang peneliti gunakan disini yaitu 

konsep perubahan iklim, konsep rezim internasional, dan teori ekofeminisme. Konsep 

perubahan iklim digunakan untuk memetakan hal-hal yang termasuk dalam degradasi 

lingkungan yang memunculkan masalah lingkungan bumi sekarang dan di masa depan. 

Konsep perubahan iklim memiliki poin-poin definisi dan perkembangan perubahan 

iklim, efek perubahan iklim, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Konsep rezim 

internasional digunakan untuk menjelaskan bahwa kebijakan perubahan iklim 

membutuhkan kebijakan top-down dan bottom-up dari seluruh aktor di dunia. Konsep 

rezim internasional memiliki subjudul rezim perubahan iklim yang menjelaskan peran 

dan lembaga rezim internasional perubahan iklim dalam menangani perubahan iklim. 

Kemudian teori ekofeminisme digunakan untuk melihat apakah kebijakan yang 

dilakukan oleh Indonesia dan Australia telah ramah gender. 
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2.2.1. Rezim Internasional 

 

Rezim internasional adalah seperangkat aturan, norma, dan prosedur 

pengambilan keputusan yang mengatur perilaku negara dalam bidang isu tertentu, 

seperti perdagangan, lingkungan, atau hak asasi manusia. Rezim ini muncul 

sebagai hasil dari kepentingan bersama di antara negara-negara untuk mengatasi 

masalah tertentu, seperti perubahan iklim atau non-proliferasi nuklir. Setelah 

terbentuk, rezim dapat memfasilitasi kerja sama antar negara dengan menyediakan 

kerangka kerja untuk komunikasi, negosiasi, dan pemantauan kepatuhan. 

Salah satu konsep kunci dari rezim internasional adalah konsep kerjasama. 

Rezim didirikan untuk mempromosikan kerja sama antar negara, tetapi kerja sama 

tidak dijamin. Faktanya, teori rezim mengakui bahwa negara mungkin memiliki 

kepentingan yang saling bertentangan dan mungkin tidak selalu mematuhi aturan 

dan norma rezim. Hal ini terutama berlaku di area isu di mana terdapat tingkat 

ketidakpastian yang tinggi atau di mana biaya kepatuhan tinggi. Misalnya, negara 

mungkin enggan mematuhi peraturan lingkungan jika itu berarti mengurangi 

pertumbuhan ekonomi atau daya saing mereka (Griffiths, 2007). 

Stephen Krasner mendefinisikan rezim sebagai "serangkaian prinsip, 

norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang implisit atau eksplisit di 

mana ekspektasi para aktor dalam suatu bidang hubungan internasional bertemu". 

Definisi Krasner tentang rezim internasional mengatakan bahwa rezim dibuat 

untuk memecahkan masalah internasional tertentu, seperti masalah lingkungan 

atau kesehatan global. Prinsip dan aturan membentuk rezim internasional. Krasner 

mengatakan bahwa kita dapat menganggap prinsip sebagai keyakinan tentang 

fakta atau penyebab tentang masalah tertentu, sedangkan norma mengubah 

perilaku sosial menjadi hak dan kewajiban (Diez et al., 2011). 

Konstruktivis sosial mengatakan bahwa rezim internasional harus 

dipikirkan dari segi perilaku atau interaksi antara aktor-aktor, bukan hanya dari 

segi cara kerjanya. Oran Young, mendukung pendekatan perilaku untuk 
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mengidentifikasi rezim internasional. Dia mengatakan bahwa tidak masalah norma 

dan aturan apa yang menjadi dasar rezim, tetapi jika rezim itu efektif, yaitu jika 

norma dan aturan berdampak pada perilaku aktor yang dituju. Pendekatan 

konstruktivis terhadap rezim internasional, di sisi lain, tidak terlalu menekankan 

seberapa baik aktor mengikutinya. Sebaliknya, mereka berfokus pada peran makna 

bersama dan makna intersubjektif (Diez et al., 2011). 

Menurut Keohane (2011), alasan utama berkembangnya rezim 

internasional adalah fungsinya, yang dapat dilihat sebagai kemampuannya untuk 

mempermudah kolaborasi. Sebagai aktor rasional dalam politik internasional, 

pemerintah menganalisis kemungkinan untuk mencapai hasil yang lebih baik 

melalui kerja sama yang dilembagakan, dengan mempertimbangkan tingkat saling 

ketergantungan yang ada dalam bidang politik internasional tertentu Menurut 

Alexander Wendt (1992, 1999), rezim internasional tidak hanya mencerminkan 

kepentingan negara, tetapi mereka juga mampu mempengaruhi dan mengubah 

tujuan tersebut. Perspektif teoretis ini berfokus pada interpretasi rezim 

internasional sebagai institusi sosial yang memfasilitasi debat dan komunikasi. 

Selain mengejar kepentingan rasional mereka, negara mungkin juga memerlukan 

mekanisme komunikasi berbasis norma yang dilembagakan untuk 

mengidentifikasi kepentingan khusus mereka (Diez et al., 2011). 

Rezim diasumsikan sebagai kerangka kerja yang didasarkan pada 

anggapan bahwa negara-negara memiliki kepentingan dan tujuan yang serupa 

dalam berbagai isu, dan bahwa kerja sama merupakan cara paling efektif untuk 

mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, rezim memberikan seperangkat 

pedoman atau aturan yang dapat diikuti oleh negara-negara, sehingga 

memungkinkan terbentuknya bentuk tata kelola global. Rezim ini dapat berupa 

konvensi internasional, perjanjian antarnegara, maupun organisasi internasional. 

Rezim dapat ditemukan dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, lingkungan hidup, 

penegakan hukum, transportasi, keamanan, komunikasi, hak asasi manusia, 

pengendalian senjata, serta hak kekayaan intelektual seperti hak cipta dan paten. 

Ruang lingkupnya pun beragam, mulai dari bilateral, multilateral, regional, hingga 
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global. Rezim bisa bersifat sangat formal dengan aturan yang ketat, atau 

sebaliknya, longgar dan tidak terlalu terstruktur (Griffiths et al., 2008). 

Dalam dua dekade terakhir, tata kelola lingkungan global berkembang 

menjadi semakin kompleks dan tidak lagi dapat dijelaskan hanya dengan analisis 

kepatuhan terhadap perjanjian internasional. Bernstein & Cashore (2012) 

menekankan bahwa banyak perjanjian memiliki berbagai tujuan yang kadang 

saling bertentangan, sehingga pendekatan tradisional berbasis aturan hukum saja 

tidak memadai. Masalah lingkungan seperti perubahan iklim dan degradasi hutan 

ditangani oleh kombinasi mekanisme legal dan non-legal, aktor negara dan non-

negara, serta institusi formal dan informal. Dalam konteks ini, penting untuk tidak 

hanya mengukur kepatuhan, tetapi memahami bagaimana upaya global—baik 

secara langsung maupun tidak langsung—mempengaruhi kebijakan dan perilaku 

domestik. Mereka mengidentifikasi empat jalur utama yang memungkinkan 

negara untuk dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui 

kombinasi tekanan hukum, sosial, dan finansial. 

Jalur pertama yang diidentifikasi adalah melalui aturan internasional. Ini 

mencakup perjanjian, konvensi, atau standar internasional yang mengikat secara 

hukum (hard law) maupun tidak mengikat (soft law). Aturan ini menjadi dasar 

legal dan normatif yang mendorong negara untuk menyesuaikan kebijakan 

domestik mereka. Meskipun tidak selalu disertai mekanisme penegakan yang kuat, 

keberadaan aturan internasional tetap berfungsi sebagai acuan formal dan 

menciptakan ekspektasi perilaku bersama di antara negara-negara. 

Jalur kedua adalah norma dan wacana internasional. Di sini, pengaruh 

muncul bukan dari aturan hukum, melainkan dari nilai, ide, dan narasi yang 

berkembang di tingkat global. Norma-norma tersebut membentuk persepsi tentang 

apa yang dianggap sebagai kebijakan yang tepat atau sah. Diskursus global dapat 

menstimulasi negara untuk mengadopsi kebijakan tertentu demi mempertahankan 

legitimasi internasional atau citra progresif, meskipun tidak ada kewajiban formal 

untuk melakukannya. 
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Jalur ketiga adalah melalui mekanisme pasar. Dalam konteks ini, pasar 

internasional, sertifikasi, dan tekanan ekonomi dapat mendorong perubahan 

kebijakan di tingkat domestik. Misalnya, akses terhadap pasar atau pendanaan 

sering kali mensyaratkan pemenuhan standar tertentu, yang secara tidak langsung 

memengaruhi isi dan arah kebijakan dalam negeri. Mekanisme ini dapat 

menciptakan insentif atau tekanan yang efektif untuk mendorong konvergensi 

kebijakan lintas negara.  

Jalur keempat adalah akses langsung ke proses kebijakan domestik. Ini 

terjadi ketika aktor internasional seperti organisasi internasional, donor, atau LSM 

memiliki keterlibatan langsung dalam merancang, membiayai, atau 

mengimplementasikan kebijakan di tingkat nasional. Akses ini bisa diwujudkan 

melalui pendanaan proyek, pelatihan teknis, kemitraan kelembagaan, atau 

keterlibatan dalam forum konsultasi publik. Jalur ini memungkinkan pengaruh 

yang lebih konkret terhadap isi dan pelaksanaan kebijakan domestik (Bernstein & 

Cashore, 2012). 

Dalam penanggulangan perubahan iklim di dunia, pendekatan strategi 

bottom-up dan top-down diperlukan. Hal ini dikarenakan masalah perubahan iklim 

adalah masalah global yang dirasakan setiap warga dunia. Sehingga terdapat rezim 

yang fokus pada perubahan iklim yaitu rezim perubahan iklim. Rezim perubahan 

iklim mengacu pada seperangkat perjanjian internasional, protokol, dan inisiatif 

yang bertujuan untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Para ilmuwan telah 

mengetahui tentang teori umum pemanasan rumah kaca sejak akhir tahun 1800-

an, tetapi baru pada akhir tahun 1980-an sistem internasional untuk menangani 

perubahan iklim mulai terbentuk. Negara-negara menandatangani UN Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC) pada tahun 1992. Konvensi ini mulai 

berlaku pada tahun 1994 dan merupakan "konstitusi" sistem internasional untuk 

menghadapi perubahan iklim (Sinnott-Armstrong & Howarth, 2005). 

Perkembangan rezim perubahan iklim dapat dibagi menjadi beberapa 

periode periode: periode dasar, di mana perhatian ilmiah tentang pemanasan global 

berkembang; fase penetapan agenda, dari 1985 hingga 1988, ketika perubahan 
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iklim diubah dari isu ilmiah menjadi isu kebijakan; periode pra-negosiasi dari 

tahun 1988 hingga 1990, ketika pemerintah menjadi sangat terlibat dalam proses 

tersebut; periode konstitusional dari tahun 1991 hingga 1995, yang mengarah pada 

adopsi dan pemberlakuan UNFCCC; serta fase pengaturan, dengan fokus pada 

negosiasi dan penjabaran Protokol Kyoto dari tahun 1996 hingga 2001 (Sinnott-

Armstrong & Howarth, 2005). Perjanjian Paris ditandatangani pada tahun 2015, 

menjadikannya resmi sebagai rezim iklim dunia. Perjanjian ini mengharuskan 

negara-negara untuk memberikan NDC mereka dalam bentuk rencana untuk 

mengurangi emisi dan memperbarui rencana mereka pada inventarisasi global 

setiap lima tahun. Tujuan utamanya adalah membatasi peningkatan suhu global 

agar tetap "jauh di bawah" 2 derajat Celsius dan sedapat mungkin menekannya 

hingga hanya naik 1,5 derajat Celsius dibandingkan dengan tingkat suhu pada era 

pra-industri. 

Rezim perubahan iklim memiliki peran penting karena menjadi landasan 

bagi kerja sama internasional dalam menangani isu yang bersifat global. Rezim ini 

didasarkan pada pemahaman bahwa perubahan iklim merupakan tantangan 

bersama yang memerlukan respon kolektif dari seluruh negara. Melalui rezim ini, 

negara-negara diberikan ruang untuk saling berkolaborasi dan bertukar 

pengalaman dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca serta mengurangi 

dampak negatif perubahan iklim. Selain itu, rezim ini juga mengadopsi prinsip 

tanggung jawab bersama namun berbeda-beda, dengan mempertimbangkan bahwa 

negara-negara maju memiliki kontribusi historis yang lebih besar terhadap 

perubahan iklim, sekaligus kapasitas yang lebih tinggi dalam menangani 

dampaknya (Pattberg & Widerberg, 2017). 

 

 

2.2.2. Kebijakan Perubahan Iklim 

 

Atmosfer, permukaan tanah, salju dan es, lautan dan badan air lainnya, 

serta makhluk hidup semuanya bekerja untuk membentuk sistem yang kompleks 

dan saling berinteraksi yang dikenal sebagai sistem iklim (Treut et al., 2018). 
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Peradaban Yunani memberikan dasar bagi pemahaman sekarang mengenai iklim. 

Kata "iklim" berasal dari kata Yunani “klinein” yang berarti miring atau 

kemiringan. Parmenides (515–450 SM) menyusun konsep yang disebut "iklim 

matahari" dengan membagi dunia menjadi lima zona dengan berbagai tingkat 

kemiringan, sehingga mengarahkan kehidupan di bumi. Aristoteles (384–322 SM) 

menulis risalah Meteorologica empat jilid, yang berfungsi sebagai standar selama 

kira-kira dua ribu tahun (Ammann & Waple, 2009). 

Joseph Fourier, seorang filsuf alam Perancis, pertama kali mengusulkan 

pada tahun 1824, gagasan bahwa iklim di bumi ditentukan oleh keseimbangan 

panas antara radiasi matahari yang masuk (juga dikenal sebagai "light heat") dan 

radiasi keluar (juga dikenal sebagai "dark heat"), dan Claude Pouillet kemudian 

mengembangkan konsep ini lebih lanjut (1837). Mereka berdua sampai pada 

kesimpulan bahwa atmosfer dapat bertindak sebagai lapisan penyerap radiasi yang 

dipancarkan ke luar angkasa, dan akibatnya suhu di permukaan bumi mungkin 

jauh lebih besar daripada jika atmosfer tidak ada (Bolin, 2007). 

Perubahan iklim merujuk pada transformasi jangka panjang dalam kondisi 

iklim bumi, termasuk naiknya suhu rata-rata global dan berubahnya pola cuaca. 

Fenomena ini sebagian besar dipicu oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran 

bahan bakar fosil dan deforestasi. Perubahan iklim secara luas diakui sebagai salah 

satu tantangan paling serius yang dihadapi dunia saat ini, karena berpotensi 

menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan, perekonomian, serta kehidupan 

sosial manusia secara global. (Lerner & Lerner, 2008). Menurut Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (2023) perubahan suhu dan pola cuaca jangka panjang disebut 

sebagai perubahan iklim. Perubahan ini bisa disebabkan oleh proses alam, seperti 

osilasi dalam siklus matahari. Bumi saat ini 1,1°C lebih hangat daripada di akhir 

1800-an saat emisi meningkat. 

Sektor industri menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap emisi gas 

rumah kaca. Sebagian besar emisi ini berasal dari penggunaan energi berbasis 

bahan bakar fosil, serta dari proses kimia tertentu yang diperlukan dalam produksi 

barang dari bahan baku mentah. Banyak proses industri, seperti produksi semen 
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dan manufaktur baja, bergantung pada pembakaran bahan bakar fosil dan 

melepaskan CO2 dalam jumlah besar ke atmosfer. Selain itu, produksi dan 

transportasi barang juga berkontribusi terhadap emisi GRK (US EPA, 2015). 

Pertanian dan deforestasi berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim. 

Deforestasi tidak hanya melepaskan karbon yang tersimpan di pepohonan ke 

atmosfer, tetapi juga membatasi jumlah CO2 yang dapat diserap tanaman. 

Pertanian berkontribusi terhadap perubahan iklim dengan menggunakan pupuk, 

yang melepaskan dinitrogen oksida, gas rumah kaca yang kuat, ke lingkungan 

(Carter, 2018). 

Perubahan iklim mempengaruhi semua organisme hidup dan menimbulkan 

ancaman besar bagi kelangsungan hidup peradaban manusia. Kenaikan suhu 

global adalah salah satu dampak paling nyata dan langsung dari perubahan iklim. 

Sejak era pra-industri, suhu rata-rata Bumi telah meningkat sekitar 1 derajat 

Celcius, dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut. Gelombang panas menjadi 

lebih sering dan intens saat suhu naik, menyebabkan dehidrasi, kelelahan akibat 

panas, dan serangan panas. Kondisi ini berpotensi mematikan, terutama bagi 

kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak Banyak penyakit sensitif terhadap 

iklim, termasuk: mortalitas atau morbiditas terkait panas; penyakit yang 

berhubungan dengan polusi udara; penyakit menular, terutama yang ditularkan 

secara tidak langsung melalui air atau melalui serangga atau hewan pengerat; dan 

masalah kesehatan pengungsi terkait dengan migrasi populasi paksa (Patz & Olson, 

2006). 

Naiknya permukaan laut adalah efek lain dari perubahan iklim. Ketika suhu 

bumi naik, gletser dan tudung es di daerah kutub mulai mencair, menyebabkan 

permukaan laut naik. Kenaikan muka air laut ini berpotensi menimbulkan banjir 

dan erosi, degradasi ekosistem pesisir dan fungsi fasilitas pesisir yang tidak 

memadai. Banjir sangat berbahaya di daerah dataran rendah dan masyarakat pesisir, 

dan konsekuensinya bisa menjadi bencana (Mimura, 2013). 

Perubahan iklim juga berdampak pada pola cuaca, menyebabkan kejadian 

cuaca yang lebih sering dan parah. Sebagai akibat dari perubahan iklim, peristiwa 
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cuaca ekstrem seperti angin topan, tornado, dan kekeringan menjadi lebih umum. 

Bencana-bencana ini berpotensi menyebabkan kehancuran yang luas dan korban 

jiwa, serta kerugian ekonomi dan sosial jangka panjang (Hashim & Hashim, 2016). 

Selain itu, perubahan iklim dapat berdampak pada hasil panen dan produksi 

pangan, yang mengakibatkan kerawanan pangan dan kesulitan ekonomi (Gregory 

et al., 2005). 

Perubahan iklim memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang luas selain 

pengaruhnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Perubahan iklim, 

misalnya, dapat meningkatkan biaya energi, menurunkan produksi pertanian, dan 

mengurangi ketersediaan air bersih. Isu-isu ini dapat menyebabkan kesulitan 

ekonomi, terutama di negara berkembang di mana kemiskinan dan sumber daya 

terbatas sudah ada. Perubahan iklim juga dapat menyebabkan keresahan sosial dan 

politik ketika orang bermigrasi untuk menghindari dampak perubahan iklim dan 

persaingan untuk sumber daya meningkat (Thomas et al., 2019). 

Oleh karena itu perubahan iklim perlu adanya aksi dari para aktor penting 

dunia dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim. Kebijakan perubahan 

iklim merujuk pada serangkaian strategi, regulasi, program, dan tindakan yang 

dirancang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan/atau menyesuaikan sistem 

sosial dan ekologis terhadap dampak perubahan iklim (Pachauri et al., 2015). 

Adaptasi dan mitigasi merupakan dua pendekatan utama dalam kebijakan 

perubahan iklim yang saling melengkapi. Mitigasi merujuk pada upaya untuk 

mengurangi atau membatasi emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama 

pemanasan global. Ini mencakup tindakan seperti transisi ke energi terbarukan, 

efisiensi energi, pengelolaan limbah, reforestasi, serta pengendalian penggunaan 

lahan. Tujuan utama mitigasi adalah mencegah perubahan iklim yang lebih 

ekstrem dengan menurunkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Menurut 

IPCC (2014), mitigasi sangat penting untuk menjaga peningkatan suhu global agar 

tidak melebihi ambang batas kritis 1,5°C hingga 2°C dibandingkan masa pra-

industri. 
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Sementara itu, adaptasi mengacu pada penyesuaian sistem sosial, ekonomi, 

dan ekologis terhadap dampak perubahan iklim yang telah terjadi atau tidak dapat 

dihindari. Adaptasi dapat berupa pembangunan infrastruktur tahan bencana, 

perubahan pola tanam pertanian, pengelolaan air yang lebih efisien, serta 

penguatan sistem peringatan dini. Adaptasi dianggap penting terutama bagi negara 

berkembang dan komunitas yang rentan terhadap risiko iklim, seperti kenaikan 

muka air laut, cuaca ekstrem, dan kegagalan panen. Adaptasi bukan hanya soal 

teknis, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola, keadilan sosial, dan kapasitas 

kelembagaan untuk merespons risiko iklim (Adger et al., 2009). 

Selain sebagai tanggapan terhadap krisis lingkungan, kebijakan perubahan 

iklim kini dipahami sebagai bagian dari tata kelola pembangunan yang adil dan 

berkelanjutan. Hal ini menuntut adanya integrasi dimensi sosial, seperti kesetaraan 

gender, partisipasi masyarakat adat, dan perlindungan kelompok rentan. Kebijakan 

iklim tidak lepas dari pertimbangan politik dan nilai; keberhasilannya sangat 

tergantung pada dukungan institusi, legitimasi publik, serta koherensi antar 

kebijakan sektoral. Oleh karena itu, kebijakan perubahan iklim bukan hanya soal 

teknis pengelolaan lingkungan, tetapi juga tentang bagaimana negara mengatur 

relasi kekuasaan dan prioritas pembangunan di era krisis iklim (Meadowcroft, 

2009). 

 

 

2.2.3. Kerangka Pikir 

 

 Perubahan iklim menjadi masalah bagi masyarakat global dikarenakan dampak 

negatif yang berkepanjang mengancam individu serta ekosistem di bumi. Namun 

sayangnya perubahan iklim bukan masalah yang setara dalam perspektif gender. 

Perempuan lebih rentan merasakan dampak negatif perubahan iklim dibandingkan 

dengan pria baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Pauleo (2017) 

perempuan adalah korban pertama kerusakan lingkungan, tetapi mereka juga 

memainkan peran penting dalam pertahanan alam. Terutama masalah ini menjadi lebih 

serius negara pada negara Global South dimana penanganan perubahan iklim lebih sulit 
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dilakukan. Menurut PBB (2023) Negara Global South kecuali Tiongkok memiliki andil 

paling kecil terhadap perubahan iklim, namun mereka menanggung beban terberat dari 

dampak perubahan iklim. Penangan perubahan iklim di Global South lebih sulit 

dikarenakan geografi dan penghasilan rendah. 

 Dalam menangani masalah global ini, negara-negara di dunia membentuk 

rezim perubahan iklim internasional yang dimulai dengan terbentuknya UNFCCC 

sebagai badan dari PBB. Negara di dunia sepakat untuk menyelesaikan masalah 

perubahan iklim secara bersama demi keberlangsungan bumi. Diskusi mengenai 

gender dan perubahan iklim dalam rezim iklim global dimulai pada akhir abad ke-20 

hingga awal abad ke-21. Pada tahun 2017, UNFCCC mengeluarkan Gender Action 

Plan sebagai perencanaan penanggulangan perubahan iklim yang ramah gender. 

 Penelitian ini berupaya mendeskripsikan kebijakan perubahan iklim di 

Indonesia dan Australia dalam hubungannya dengan dinamika rezim internasional. 

Penelitian ini menggunakan kerangka dari Bernstein dan Cashore (2012) yang 

mengidentifikasi empat jalur keterkaitan antara rezim global dan proses kebijakan 

nasional: (1) aturan internasional (rules), (2) norma dan wacana global (norms and 

discourse), (3) mekanisme pasar (market-based mechanisms), dan (4) akses langsung 

ke proses kebijakan domestik (direct access to policy-making). Melalui pendekatan ini, 

penelitian memetakan bagaimana elemen-elemen dari tata kelola global tersebut hadir 

dan terartikulasikan dalam kebijakan iklim yang responsif gender di kedua negara. 
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Gambar 2.2.3. Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

   Sumber: diolah oleh peneliti 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

Bab ini merupakan skema metode yang dilakukan pada penelitian. Bab ini 

berisikan jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian. Kemudian fokus 

penelitian agar penelitian yang dilakukan fokus pada masalah dan tidak keluar dari 

tujuan dilakukannya penelitian ini. Selanjutnya jenis dan sumber data yang digunakan 

pada penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan secara kepustakaan dan 

dokumentasi, kemudian data dikumpulkan dan dianalisis dengan teknik analisis data. 

 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 

Penelitian kualitatif mengkaji aspek-aspek kehidupan sosial yang tidak dapat diukur 

secara kuantitatif. Penelitian kualitatif menggunakan berbagai metodologi untuk 

menyelidiki makna dan interpretasi fenomena sosial dan proses sosial dalam konteks 

khusus (Jupp, 2006). Biasanya penelitian kualitatif lebih menekankan pada 

penggunaan bahasa daripada ukuran numerik dalam pengumpulan dan interpretasi data. 

Saat menulis penelitian, mayoritas peneliti kualitatif menggarisbawahi preferensi untuk 

melihat teori sebagai sesuatu yang berkembang dari pengumpulan dan interpretasi data 

(Bryman, 2012). 

 Secara khusus penilitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif menggambarkan situasi, setting sosial, atau hubungan dengan 

menggambarkan ciri-ciri khususnya. Berfokus pada pertanyaan "bagaimana" dan 

"siapa", studi deskriptif menggambarkan berbagai jenis individu atau aktivitas sosial. 
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Menjelajahi masalah baru atau menjelaskan mengapa sesuatu terjadi kurang penting 

daripada meringkas keadaan saat ini (Djamba & Neuman, 2002). Alasan utama peneliti 

kualitatif sangat ingin memberikan informasi deskriptif yang luas adalah karena 

peneliti menekankan perlunya mengontekstualisasikan perilaku sosial. Ini menyiratkan 

bahwa perilaku, nilai, atau apa pun harus dipahami dalam konteks. 

 

 

3.2. Fokus Penelitian 

 

Untuk membatasi penelitian studi kualitatif, perlu dilakukan pemilihan data 

yang relevan dan tidak relevan agar peneliti dapat berkonsentrasi pada penelitian yang 

berkaitan dengan topik masalah yang akan diangkat. Pembatasan ini didasarkan pada 

tingkat kepentingan masalah yang dihadapi oleh penelitian. Penelitian ini berfokus 

pada analisis bagaimana rezim internasional memengaruhi pembentukan dan 

implementasi kebijakan perubahan iklim yang responsif gender di Indonesia dan 

Australia selama periode 2017 hingga 2024. Penelitian ini membatasi ruang lingkup 

analisis pada periode tahun 2017 hingga 2024. Pemilihan rentang waktu ini bukan 

tanpa alasan. Tahun 2017 menjadi titik awal penting karena pada tahun tersebut 

Konferensi Perubahan Iklim COP23 mengadopsi Gender Action Plan (GAP) di bawah 

kerangka UNFCCC. Dokumen GAP menjadi tonggak awal integrasi sistematis isu 

gender dalam kebijakan perubahan iklim global, serta memberikan arah kebijakan yang 

lebih terstruktur bagi negara-negara anggota, termasuk Indonesia dan Australia.  

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana aturan, norma, wacana, serta 

keterlibatan aktor internasional memengaruhi respons kebijakan domestik kedua 

negara terhadap isu gender dalam konteks perubahan iklim. Untuk itu, penelitian 

menggunakan kerangka dari Bernstein dan Cashore (2012) yang membagi jalur 

keterkaitan rezim internasional ke dalam empat kategori: (1) aturan internasional 

(international rules), (2) norma dan wacana global (international norms and discourse), 

(3) mekanisme pasar (market-based mechanisms), dan (4) akses langsung ke proses 

kebijakan domestik (direct access to domestic policy-making processes). 
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3.3. Jenis dan Sumber Data 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data non numerik. Data non 

numerik adalah data yang diamati, bukan diukur. Penelitian kualitatif biasanya 

mengumpulkan berbagai bentuk data, seperti wawancara, observasi, dan dokumen, 

daripada mengandalkan satu sumber data (Jupp, 2006). Dalam penelitian ini peneliti 

lebih mengutamakan data berupa dokumen. Kemudian peneliti meninjau semua data, 

memahaminya, dan mengaturnya ke dalam kategori atau tema yang melintasi semua 

data. Selain itu penelitian juga menggunakan data dalam bentuk bahasa atau kata-kata. 

Data-data akan berupa item berita, laporan, hasil penelitian, dokumen kebijakan, dan 

lain sebagainya. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan sudah tersedia dari sumber lain. 

Sehingga peneliti tidak mengambil data langsung dari sumber primer. 

 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder sehingga dalam 

pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data  dengan studi 

dokumentasi. Studi dokumentasi peneliti lakukan melalui dokumen-dokumen resmi 

yang dirilis oleh pemerintah Indonesia dan Australia mengenai perubahan iklim 

khususnya yang terkait dengan kesejahteraan perempuan. Data dikumpulkan melalui 

website-website resmi pemerintah, laporan resmi, hingga pernyataan pembuatan 

kebijakan. 

 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

 

 Data yang telah dikumpulkan perlu dianalisis untuk mencapai tujuan serta 

kesimpulan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

sehingga alur logika penelitian bersifat induktif. Teknik analisis data penelitian ini 

merujuk pada teknis analisis data menurut pandangan Miles dan Huberman (2014). 

Langkah teknis analasis data tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Kondensasi Data 

Kondensasi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, 

abstraksi, dan/atau modifikasi data yang terjadi pada keseluruhan teks catatan 

lapangan, transkrip wawancara, makalah, dan bahan empiris lainnya. Saat 

pengumpulan data berlanjut, lebih banyak kompresi data terjadi, termasuk 

penelitian ringkasan, pengkodean, penetapan tema, pembuatan kategori, dan 

penyusunan catatan analitik. Setelah pengumpulan selesai, proses pemadatan dan 

pengubahan data berlanjut hingga laporan akhir dihasilkan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian adalah pengaturan informasi yang terstruktur yang 

memungkinkan tindakan dan pengambilan kesimpulan. Mengamati Penyajian 

memungkinkan kita memahami apa yang sedang terjadi dan melakukan analisis 

atau tindakan tambahan berdasarkan pengetahuan itu. Extended text atau teks yang 

diperluas bukan lah teknik yang bagus untuk penyajian data karena saat melakukan 

penelitian, peniliti mudah terbawa suasana dan menarik kesimpulan yang cepat, 

tidak dapat dibenarkan, dan tidak lengkap. Sehingga analisis kualitatif yang kuat 

dapat sangat difasilitasi melalui penggunaan penyajian data yang efektif. 

3. Penggambaran dan Verifikasi Kesimpulan 

Peneliti kualitatif mulai menganalisis apa yang telah diamati sejak awal 

proses pengumpulan data dengan membuat catatan tentang pola, penjelasan, 

proses sebab akibat, dan proposisi. Peneliti harus mempertahankan sikap 

keterbukaan dan keraguan, pada awalnya kesimpulan ini akan kabur, tetapi pada 

akhirnya akan menjadi semakin eksplisit dan solid. Seiring berjalannya analisis, 

kesimpulan juga harus diperiksa keakuratannya.
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

 Bab ini memuat simpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Pada bagian simpulan, peneliti merangkum temuan utama yang menjawab 

rumusan masalah dan hasil analisis yang telah dibahas. Sementara itu, bagian saran 

berisi rekomendasi dari peneliti terkait arah penelitian lanjutan yang relevan untuk 

dikaji oleh peneliti selanjutnya. 

 

 

5.1. Simpulan 

  

 Perubahan iklim merupakan tantangan global yang berdampak luas tidak 

hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap aspek sosial, termasuk kesetaraan 

gender. Berbagai kajian internasional menunjukkan bahwa perempuan, terutama di 

negara berkembang, menghadapi kerentanan yang lebih tinggi akibat perubahan iklim 

karena keterbatasan akses terhadap sumber daya, partisipasi yang minim dalam 

pengambilan keputusan, serta peran sosial yang rentan secara struktural. Menyadari 

pentingnya integrasi isu gender dalam kebijakan iklim, komunitas internasional 

melalui UNFCCC mengadopsi Gender Action Plan (GAP) sebagai salah satu 

instrumen untuk mendorong keadilan iklim yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, 

Indonesia dan Australia, sebagai negara dari dua kelompok ekonomi yang berbeda, 

turut menunjukkan komitmennya melalui pembaruan dokumen NDC dan berbagai 

kebijakan sektoral. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan membandingkan 

bagaimana kebijakan perubahan iklim yang responsif gender di Indonesia dan 
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Australia berinteraksi dengan dinamika rezim internasional. Pendekatan deskriptif 

digunakan untuk memahami pola-pola keterhubungan antara kebijakan domestik dan 

struktur global tanpa menilai tingkat pengaruh secara kuantitatif. Dengan demikian, 

penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana norma internasional, 

mekanisme pasar, aturan global, dan aktor transnasional hadir dan terartikulasikan 

dalam kerangka kebijakan di kedua negara. 

 Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, 

dengan pendekatan studi komparatif. Peneliti menggunakan kerangka empat jalur dari 

Bernstein dan Cashore (2012), yaitu: (1) aturan internasional, (2) norma dan wacana 

global, (3) mekanisme pasar, dan (4) akses langsung terhadap proses kebijakan 

domestik. Data dikumpulkan melalui studi dokumen kebijakan nasional, laporan 

internasional, serta publikasi resmi dari lembaga pemerintah dan organisasi 

internasional. Analisis dilakukan dengan memetakan keterkaitan antara dinamika 

global dan kebijakan domestik berdasarkan masing-masing jalur, tanpa menyimpulkan 

dominasi satu jalur atas jalur lainnya. 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia secara aktif mengadaptasi 

prinsip-prinsip internasional ke dalam kebijakan nasional terkait iklim dan gender, 

yang tercermin dalam dokumen seperti Enhanced NDC 2022 dan RAN-GPI 2024. 

Selain itu, Indonesia berhasil mengintegrasikan nilai-nilai global ke dalam konteks 

lokal, dengan pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap budaya masyarakat. 

Inovasi seperti Climate Budget Tagging dan kemitraan dengan lembaga internasional 

memperkuat kapasitas implementasi, meskipun keterbatasan kelembagaan, 

ketimpangan antarwilayah, dan ketergantungan pada bantuan luar negeri masih 

menjadi tantangan. 

 Sementara itu, Australia memperlihatkan kekuatan dalam membangun 

kerangka hukum yang kokoh dan memainkan peran aktif dalam diplomasi nilai, 

terutama di kawasan Pasifik. Australia menunjukkan kemampuan untuk menetapkan 

standar gender dalam pembiayaan iklim dan menciptakan program inovatif seperti 

Equal by 30 dan Women in Renewables. Namun demikian, terdapat ketidaksesuaian 

antara komitmen global dan praktik domestik, terutama karena ketergantungan 
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terhadap sektor bahan bakar fosil. Dibandingkan Indonesia, Australia memiliki 

kapasitas birokrasi dan pembiayaan yang lebih kuat, tetapi menghadapi tantangan 

dalam menjamin konsistensi antara retorika luar negeri dan kebijakan dalam negeri. 

 Perbandingan antara kedua negara mengungkap bahwa karakteristik sebagai 

negara berkembang (Indonesia) dan negara maju (Australia) turut membentuk 

konfigurasi respons kebijakan masing-masing terhadap dinamika global. Jalur-jalur 

keterkaitan tersebut tidak bekerja secara tunggal atau hierarkis, tetapi saling beririsan 

dan membentuk pola interaksi yang kompleks antara aktor global dan domestik. 

Dengan demikian, pemetaan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai 

variasi bentuk adaptasi dan respon kebijakan yang tidak bisa diseragamkan, tetapi 

justru memperkaya pendekatan global dalam mendorong kebijakan iklim yang lebih 

adil dan setara gender. 

 

5.2.  Saran 

 

Peneliti memberikan beberapa rekomendasi bagi peneliti berikutnya, 

khususnya bagi akademisi dan pengkaji di bidang Hubungan Internasional yang 

berminat meneliti tentang kebijakan perubahan iklim dan isu gender dengan 

pendekatan ekofeminisme. Penelitian ini hanya berfokus pada dua negara, yaitu 

Indonesia dan Australia. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat 

memperluas lingkup kajian dengan melibatkan negara-negara lain, baik dari kawasan 

Global South maupun negara-negara maju lainnya. Dengan demikian, peneliti 

berikutnya akan dapat melihat perbedaan dan keragaman kebijakan iklim yang 

responsif gender serta kondisi sosial yang memengaruhi implementasinya di berbagai 

konteks global secara lebih komprehensif. 

Selain itu, mengingat penelitian ini hanya menggunakan data sekunder berupa 

dokumen resmi pemerintah serta publikasi akademik dan laporan yang tersedia secara 

online, peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode penelitian 

lapangan, seperti wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan. Metode 

ini akan membantu peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mendalam 
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tentang pengalaman langsung perempuan serta sejauh mana mereka terlibat secara aktif 

dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan. Pendekatan ini 

diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana perempuan benar-

benar berperan dalam aksi iklim, serta bagaimana kebijakan yang dirancang di tingkat 

nasional berdampak nyata di tingkat komunitas.  
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